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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, banyak perusahaan yang
berusaha saling bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan harus melakukan
banyak upaya dan memiliki tujuan yang digunakan dalam menjalankan
bisnisnya. Tujuan dari didirikannya perusahaan adalah untuk mengumpulkan
laba sebanyak mungkin dengan mengeluarkan biaya yang sedikit, serta
meningakatkan nilai perusahaannya. Suatu perusahaan dapat dikatakan maju
apabila terdapat peningkatan terhadap nilai perusahaannya. Nilai perusahan
menjadi penilaian investor terhadap tingkat keberhasilan suatu perusahaan
yang dapat dilihat dari harga pasar saham yang stabil dan terus meningkat
(Mahaetri & Muliati, 2020).

Menurut (Pancarani et al., 2023), pasar menilai kondisi suatu
perusahaan melalui nilai perusahaannya. Nilai perusahaan yang stabil dan terus
bertumbuh memengaruhi pemiliki modal untuk tetap berinvestasi. Hal ini juga
memberikan sinyal positif bagi investor baru untuk menanamkan modalnya.
Manajemen bertanggung jawab atas keputusan yang memengaruhi nilai
perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan aktivitas pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai suatu

kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara bersifat memaksa yang harus



dipenuhi oleh setiap orang pribadi atau badan, serta tidak memperoleh
kompensasi secara langsung dan digunakan untuk memenuhi keperluan negara
demi kesejahteraan rakyat. Pajak menjadi salah satu sumber utama pemasukan
negara. Realisasi penerimaan pajak tidak dapat tercapai jika wajib pajak
berupaya untuk melakukan penghindaran pajak (Mulyana, Mulyati & Umiyati,
2020).

Besarnya pajak terutang ditentukan dua hal, yang pertama dasar
pengenaan pajak dan kedua tarif pajaknya. Tarif pajak mnegalami perubahan
sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada tahun tersebut. UU No. 36
Tahun 2008 merupakan dasar hukum utama sebagai landasan Pajak
Penghasilan (UU PPh). UU Nomor 36 Tahun 2008 merupakan undang-undang
yang diamademen dan dipengaruhi secara langsung oleh UU Cipta Kerja dalam
kemudahan berusaha dan menarik investasi. UU Nomor 11 tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memiliki hubungan yang signifikan karena
perpajakan yang terus mengalami perkembangan sehingaa UU No. 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang juga
mengatur perubahan terkait pajak penghasilan merupakan pembaharuan dari
UU No.36 Tahun 2008.

Tarif pajak badan untuk tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Tarif PPh badan yang berlaku
Indonesia adalah sebesar 25% dari PKP. Untuk wajib pajak badan berbentuk

Perseroan Terbuka (Tbk) dengan memenuhi persyaratan tertentu (jumlah



keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di BEI paling sedikit sekitar
40% dan persyaratan lainnya). Bagi perusahaan Tbk yang memenuhi syarat
tersebut, tarif PPh Badan adalah 20% (lebih rendah 5% dari tarif umum).

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No.7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan
adalah 22%. Besar tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2022. Selanjutnya,
beradasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh
Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20%. Namun,
dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali 22%. Sedangkan untuk
perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah
keseluruhan saham yang diperdagangan di BEI paling sedikit 40% dan
memenuhi syarat tertentu, memiliki tarif PPh Badan sebesar 19% dari PKP dan
mendapat penurunan tarif PPh Badan sebesar 3% dari tarif umum PPh Badan
tahun 2022.

Menurut (Pancarani et al., 2023) tax avoidance adalah faktor pertama
yang berpotensi meningkatkan nilai perusahaan. Penghindaran pajak ialah
salah satu aktivitas dengan melakukan tindakan untuk menurunkan beban pajak
yang terutang, daripada dengan menggunakan ketentuan yang berlaku. Wajib
pajak berusaha mencari celah kelemahan pada peraturan perpajakan, sehingga
dapat dikatakan bahwa praktek penghindaran pajak tidak melanggar peraturan
dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perusahaan berupaya untuk

meningkatkan nilai perusahaannya dengan cara melakukan penghindaran pajak



(tax avoidance) dengan membayar beban pajak seminimal mungkin. Jika
perusahaan memenuhi kewajiban beban pajak secara penuh atau optimal dapat
berdampak pada kemampuan ekonomis perusahaan.

Jika suatu perusahaan mampu mengurangi pengeluaran untuk beban
pajak, maka semakin sedikit pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan.
Perusahaan akan mendapatkan laba yang besar dengan pembayaran pajak yang
kecil (Tambahani et al., 2021). Daya tarik investor terhadap bisnis dengan laba
yang tinggi memungkinkan mereka terpengaruh akan hal itu. Kenaikan suatu
saham dapat menjadi daya tarik bagi investor yang dapat membantu dalam
menaikkan nilai perusahaan.

Selanjutnya, faktor lainnya adalah corporate social responsibilty
disclosure atau bisa disebut pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Segala informasi perusahaan mengenai Kkinerja ekonomi, sosial, dan
lingkungan diwujudkan dalam pengungkapan CSR (Anam, 2021). Corporate
social responsibilty disclosure sebagai bentuk kepedulian terhadap perusahaan
yang telah berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan. Melalui pengungkapan
tanggung jawab sosial, dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap
kepedulian lingkungan yang dilakukan perusahaan. Pelaksanaan CSR
disclosure telah menjadi indikator penting dalam mengukur Kinerja suatu
entitas secara keseluruhan dan untuk menilai kemampuan entitas dalam
menjalankan usahanya secara efektif dan efisien, serta menjadi salah satu

strategi dalam mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan.



Corporate social responsibilty disclosure adalah suatu cara bagi
perusahaan dengan sukarela memasukkan perhatiannya terhadap aspek
lingkungan dan sosial ke dalam kegiatan operasionalnya serta berinteraksi
dengan stakeholders. Penerapan CSR pada suatu perusahaan menjadi salah
satu faktor untuk membentuk reputasi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan
layanan atau kualitas produk, serta komitmen perusahaan untuk memberikan
hasil positif bagi masyarakat dan lingkungan (Heriansyah, 2024).

Menurut (Putri Nur Fitri & Haryati, 2022), suatu perusahaan wajib
melakukan tanggung jawab yang berpedoman pada triple bottom line tidak
hanya berdasar pada keuangan perusahaan (single bottom line). Tanggung
jawab sosial perusahaan mengubah cara pandang dari yang berfokus pada
keuangan menjadi triple bottom line yang berpedoman pada tiga prinsip dasar
yaitu profit, people, dan planet. Triple P tersebut dimaksudkan bahwa
perusahaan tidak hanya mendapatkan laba (profit), tetapi juga memberikan
kemakmuran bagi tenaga kerja (people), dan meminimalkan dampak
lingkungan (planet). Peningkatan nilai perusahaan secara kontinuitas dapat
diamati dari sudut pandang sosial dan lingkungan hidup, serta dapat dilihat dari
kondisi keuangan.

Memaksimalkan nilai perusahaan menjadi prioritas utama suatu
perusahaan. Nilai perusahaan berhubungan erat dan saling menguntungkan
dengan CSR disclosure karena dapat memberikan dampak positif dan
membawa perubahan yang lebih baik bagi perusahaan (RI1A & Yuli Prastyatini,

2021). Pengungkapan CSR juga memberikan dampak positif bagi suatu



perusahaan terhadap kinerja keuangannya dan memperkuat keberlanjutan
perusahaan. Adanya pengungkapan CSR dapat meningkatkan citra perusahaan
dan nilai perusahaan di mata para investor. Hal tersebut menunjukkan bahwa
para investor atau kreditor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi
dapat melihat informasi terkait dengan CSR suatu perusahaan sebagali
informasi penting selain melihat dari kinerja keuangannya.

Menurut (Ramly et al., 2023), konflik agensi diketahui sering terjadi
antara manajemen dan pemilik saham berkaitan dengan peningkatan nilai
perusahaan. Konflik agensi yang terjadi menimbulkan kenaikan biaya yang
dapat memperlambat kenaikan nilai perusahaan. Manajemen mungkin
memiliki insentif untuk bertindak yang tidak sesuai dengan kepentingan
pemegang saham, misalnya ketika pihak manajemen melakukan penghindaran
pajak yang terlalu agresif untuk kepentingan pribadi atau pengungkapan CSR
yang kurang relevan. Biaya agensi yang ditimbulkan oleh adanya konflik
agensi dapat diatasi dengan menerapkan tata kelola yang baik. Good Corporate
governance adalah praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk
menciptakan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta
memastikan bahwa perusahaan dapat di kelola dengan baik
Jika peran corporate governance buruk dapat menimbulkan adanya perilaku
agresif dari pihak manajer dalam melakukan pengelolaan pajak. Maka dari itu,
perlu adanya penerapan tata kelola yang baik dalam perusahaan melalui
struktur kepemilikan sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian dalam

meminimalkan konflik agensi (Sari, 2022).



Menurut (Eni & Rakhmanita, 2023), kepemilikan institusional dapat
dilihat pada proporsi saham perusahaan yang berasal dari pihak institusi dan
lembaga. Adanya struktur kepemilikan dapat memengaruhi intensif dan
kemampuan pemegang saham dalam mengendalikan manajemen. Jika tingkat
kepemilikan institusional semakin rendah, perannya sebagai variabel moderasi
akan cenderung melemah. Hal ini disebabkan oleh pengawasan terhadap
praktik penghindaran pajak yang kurang ketat sehingga dapat berpotensi
mengurangi dampak negatif penghindaran pajak yang berlebihan dan tekanan
untuk pengungkapan CSR yang relevan juga berkurang. Kepemilikan
institusional yang tinggi memiliki kedudukan yang cukup berarti dalam suatu
perusahaan, karena keberadaannya dapat meningkatkan pengawasan terhadap
manajer terkait dengan meminimalisir aksi manajemen dalam melakukan
penghindaran pajak (Pratomo & Risa Aulia Rana, 2021). Selain itu, semakin
tinggi kepemilikan institusional, semakin besar tekanan terhadap perusahaan
untuk mengungkapkan informasi CSR yang relevan. Oleh karena itu,
kepemilikan institusional dapat berkontribusi dalam mengurangi biaya agensi
melalui tingkat pengawasan dan peningkatan akuntabilitas manajemen.

Selain kepemilikan institusional, ada juga kepemilikan manajerial yang
dapat digunakan untuk meminimalisir konflik antar manajer. Kepemilikan
manajerial merupakan pihak manajemen yang memiliki kedudukan sebagai
pemegang saham dan mengambil keputusan perusahaan (Yuningsih &
Novitasari, 2020). Tingkat kepemilikan saham oleh manajer yang tinggi dapat

memperkuat potensi dampak positif tax avoidance dan pengungkapan CSR



terhadap nilai perusahaan yang disebabkan oleh adanya keserasian kepentingan
yang dapat menurunkan biaya agensi. Namun, jika kepemilikan manajerial
pada tingkat yang rendah, hal itu bisa memperlemah dampak positif dari tax
avoidance dan pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan yang disebabkan
oleh kurangnya kredibilitas dan keserasian kepentingan. Dengan demikian,
kepemilikan institusional dan manajerial diharapkan mampu memperkuat
hubungan antara tax avoidance dengan nilai perusahaan, serta hubungan
corporate social responsibility disclosure dengan nilai perusahaan.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh (Ardillah et al., 2022)
memberikan hasil bahwa variabel tax avoidance dan corporate social
responsibility disclosure tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
nilai perusahaan. Selain itu, kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap hubungan tax
avoidance dan corporate social responsibility disclosure dengan ukuran
perusahaan dan intensitas modal sebagai varibel kontrol. Variabel kepemilikan
manajerial dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang
signifikan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara tax
avoidance dan corporate social responsibility disclosure dengan ukuran
perusahaan dan intensitas modal sebagai varibel

Hasil penelitian oleh (Pancarani et al., 2023) memberikan hasil bahwa
variabel tax avoidance bepengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan, serta variabel kepemilikan institusional mampu memoderasi

hubungan antara tax avoidance terhadap nilai perusahaan. Penelitian oleh (Sari,



2022) memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional mampu memoderasi
hubungan tax avoidance dan nilai perusahaan.

Penelitian oleh (Novia & Halmawati, 2022) memberikan hasil bahwa
corporate social responsibility disclosure secara signifikan memengaruhi nilai
perusahaan. Hasil penelitian oleh (Ramadhina et al., 2022) menemukan bahwa
kepemilikan institusional tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi
hubungan antara corporate social responsibility disclosure dan nilai
perusahaan.

Keterbaruan dalam penelitian adalah menggunakan kepemilikan
institusional dan manajerial sebagai variabel moderasi. Pemilihan variabel
tersebut disebabkan karena adanya koflik agensi yang terjadi antara pihak
manajemen dan pemegang saham pada tingkat pengawasan yang berbeda. Pada
penelitian ini variabel kepemilikan institusional dan manajerial akan
diimplementasikan pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di
BEI periode 2019-2023. Sektor perbankan konvensional pada periode 2019-
2023 dipilih menjadi objek penelitian ini karena memiliki dampak signifikan
terhadap perekonomian. Pada periode tersebut, perusahaan perbankan
konvensional di Indonesia mengalami berbagai tantangan yang signifikan,
terutama pandemi COVID-19, regulasi terkait tata kelola, dan pelaporan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian bertujuan
untuk memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi
nilai perusahaan dengan merujuk pada model penelitian dari (Ardillah et al.,

2022). Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini berjudul “Peran Struktur
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Kepemilikan dalam Memoderasi Hubungan antara Penghindaran Pajak,
Pengungkapan CSR, dan Nilai Perusahaan” pada perusahaan perbankan

konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparka diatas, penelitian ini

merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara tax avoidance dan nilai
perusahaan?

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan dan nilai perusahaan?

3. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara tax
avoidance dan nilai perusahaan?

4. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara tax
avoidance dan nilai perusahaan?

5. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai perusahaan?

6. Apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan antara

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai perusahaan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang /telah ditetapkan, maka penelitian

ini memiliki tujuan sebagai berikut:
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1. Mengkaji pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan.

2. Mengkaji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
terhadap nilai perusahaan.

3. Menguji peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan
antara tax avoidance dan nilai perusahaan.

4. Menguji peran kepemilikan manajerial dalam memoderasi hubungan antara
tax avoidance dan nilai perusahaan.

5. Menguji peran kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan
antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai
perusahaan.

6. Menguji peran kepemilikan manajerial dalam memoderasi hubungan antara

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai perusahaan.

. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis
Berkontribusi untuk memperkuat penelitian sebelumnya serta menjadi
referensi yang dapat mendukung penelitian yang berkaitan dengan nilai
perusahaan di masa mendatang.
2. Secara praktis
a. Bagi akademis, dapat menambah dan memperluas pengetahuan, serta
menjadi referensi yang bermanfaat untuk digunakan dalam penelitian

selanjutnya mengenai nilai perusahaan.
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b. Bagi penulis, penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan serta

wawasan tentang nilai perusahaan.

c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak

manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menarik minat

investor.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat memperoleh

pemahaman secara runtut dan sistematis. Terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB III

PENDAHULUAN

Bab ini meyajikan terkait dengan latar belakang, rumusan masalah,
tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan mengenai landasan teori variabel penelitian,
tinjauan penelitian sebelumnya, dan pengembangan hipotesis.
METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan
penentuan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan  data, definisi  operasional variabel dan

pengukurannya, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN



BAB V
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Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini
disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas
hasil analisis dari hipotesis yang telah dikemukakan.

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan
penelitian, disertai dengan saran-saran yang perlu disampaikan baik

untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.
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